
DAFTAR PUSTAKA 
 
 

 
A. Buku 
 

Abu Daud Busroh, Sistem Pemerintahan Republik Indonesia, Jakarta, 
Bina Aksara, 1999 

 
Alwi, Syafaruddin. Manajemen Sumber Daya Manusia : Strategi 

Unggulan Kompetitif. Yogyakarta, BPFE. 2001 
 
Arifin, Mohammad. Fungfi Pengorganisasian dalam Meningkatkan 

Kinerja di Kantor Kec. Batuputih Kab. Sumenep, Tesis, Univ. 
Wiraraja Sumenep, 2013  

 
Arsyad, Romli dan Supardi, Nondi. Etika Pemerintahan. Sumedang : 

Alqaprint Jatinangor. 2003 
 
Bachsan Mustafa, Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia, 

Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2001 
 
C.Rantepadang.  Profesionalisme Birokrasi Pemerintahan Dalam 

Pelaksanaan Pelayanan Publik. Journal, 2013 
 
Dharma, Surya, Pengembangan SDM Berbasis Kompetensi, dalam 

Usahawan, Nomor 01 Tahun XXXI Januari 2002. 
 
Handayaningrat, Soewarno, Administrasi Pemerintahan Dalam 

Pembangunan Nasional, Jakarta, Gunung Agung, 2009 
 
Hasibuan, Malayu Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta : 

Rajawali. 2010 
 
Herdiansyah, Haris, Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu 

Sosial. Jakarta: Salemba, 2010 
 
Humanika. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT 

Remaja, 2012 
 
Maarif, M, Syamsul, Strategi Peningkatan Kompetensi aparatur Guna 

Mengantisipasi kebutuhan Sektor pelayanan Publik, OrasiIlmiah, 
Bandung, STIA LAN, 2003 

 
Malayu Hasibuan  Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta : 

PT.Bumi Aksara,,Edisi Revisi, 2014 



Muins, Sutan Makmur, Standar Kompetensi Tenaga Kerja Indonesia, 
dalam Manajemen Pembangunan, Nomor 31 Tahun IX, September  
LAN. 2000 

 
Musanef. Manajemen Kepegawaian di Indonesia. Jakarta: Haji 

Masagung. 2001 
 
N. Nurhamni. Pengaruh Perilaku Birokrasi Terhadap Kualitas 

Pelayanan Pada Masyarakat.Academica Journal,Fisip Untad, 2014 
 
Philipus M. Hadjon dkk., Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, 

Yogyakarta : Gajah mada Univercity Press, 1997 
 
Prajudi S. Atmosudirjo, Hukum Administrasi Negara, Jakarta : Ghalia 

Indonesia, 1998  
 
Ratu Megalia. Manajemen Peningkatan Kompetensi Aparatur : Studi 

Tentang Implementasi Kebijakan Reformasi SDM Pada Badan 
Pendidikan Dan Pelatihan Di Indonesia. Jurnal Pendidikan Sains 
Sosial Dan Kemanusiaan (Sosiohumanika), 2011 

 
Rosdakarya Narbuko Dan Achmadi, Metodologi Penelitian. Bandung, 

Pt. Remaja. 2012 
 
Rosdakarya Najar Dolar, Membangun Disiplin Kerja Pegawai Melalui 

Kepemimpinan Camat, Kecamatan Mukok Kabupaten Sanggau 
Tesis. Unitri Malang, 2009 

 
Salam, Dharma Setyawan, Manajemen Pemerintahan Indonesia, 

Jakarta, Jambatan, 2002 
 
Sastra Djatmika & Marsono, Hukum kepegawaian di Indonesia, 

penerbit Djambata,, Jakarta, 2005 
 
Suprapto, Standarisasi Kompetensi PNS Menuju Era Global, dalam 

seri kertas kerja Volume II Nomor 05 Tahun 2002. 
 
Supriatna, Tjahya. Etika kepegawaian dan Pemerintahan. Jakarta : PT. 

Nimas Multima. 2006 
 
Soetarto, Hadi. Panduan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, 

Bagian Organisasi Sekretariat Daerah, Kabupaten Sumenep, Tesis, 
2014  

 
Sadhana,Kridawati, Etika Birokrasi Dalam Pelayanan Publik, Malang : 

CV. Citra Malang, 2010 



 
Sjafri Mangkuprawira, Manajemen Sumber Daya Manusia Strategik, 

Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002  
 
S.N Lenda. Pengaruh Budaya Birokrasi Terhadap Kinerja Aparatur Di 

Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.Jurnal 
Acta Diurna, 2015 

 
Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitaf, 

Kualitatif, Dan R&D. Bandung: Alfabeta. 2010 
 
S. Prajudi Atmosudirjo, Hukum Administrasi Negara (Cetakan ke 10), 

Jakarta : PT. Ghalia Indonesia, 1994 
 
 Thoha, Mifta. Pembinaan Organisasi. Jakarta : Raja Grafindo 

Persada. 1997 
 
Thoha,Miftah, Birokrasi dan Politik di Indonesia, Jakarta:  PT. Raja 

Grafindopersada. 2003 
 
Victor Situmorang, Dasar-dasar Hukum Administrasi Negara, Jakarta : 

Bina Aksara, 1999 
 
Wirawan. Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia; Teori, Aplikasi dan 

Penelitian. Jakarta : Salemba Empat.  2009 
 
 
 

B.  Peraturan Perundang-Undangan 

 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin 
Pegawai Negeri Sipil. 

 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 
 
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok 

Kepegawaian. 
 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan 

Daerah. 
 
Inpres No. 7 Tahun 1999, Tentang Penyusunan Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah 
 


